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‘gan air bawah tanah melalui beberapa
{sumur kemudian didistribusikan. “Ba-

‘Lanang Suartana Putra, M.}
ISelasa (11/8) kemarin.’

'data pemakaian air per
Sanglah sekitar 525-600
Pasokan air untuk memen

kan dari

kecil deb;tnya terutama saat

jelasnya. :
Hal itu yang- menyebab pasokan |
alr ke IGD menjadl terham at sehmgga

@ah Post) -
. Mengantisipasi musim k uyang
'téﬁ April-Oktober, pasokan
air RSUP glah berasal dari dua
umur bor yang in juga
’mengg‘unakan jasa PDAM Sebagian
‘besar sumber air telah di-back up den-

'rang kali persentase pemakaian air
dari PDAM sudah kecil,” ujar Direktur |
Umum dan Operasional dr. I Gusti |
., MARS,, -

! . Sekretaris Manajer Fasilitas Bagian |
|Sanitasi RSUP Sanglah I Ketut Gede |
Surata menambahkan, berdasarkan |
i di RSUP
ter kubik.
i kebutu-
han air didapat dari PDAM sebesar 20 |
persen dan 80 persen dari sumur bor
dalam yang dibuat. “Yang mengguna-
DAM, full dari IGD tetapi
juga dl-back up dari sumur bor karena 1
sewaktu-waktu PDAM itu bermasalah, 1 isan @ :
melakukan rada di Iaplsan ba wnh tanah, i
‘perbaikan-perbaikan di jaringan induk,
sementara tidak ada pemberitahuan, »

Ipelaya
sekar ng telah
- ‘membu tsumur
- PDAM meng i

g ’I?DAM, rse
- tai

itu yang
dipakai,” ujarn;

Sebelum dxtampung dalam ound
tank, air diproses berupa filtering den-
ian menggunakan karbon

lorm, baru d st}‘lbus:kaﬁ

engan

is. lanjutan denganme

RSUP Sanglah ke depan dengan 800

if dan
itu,” g

80 Persen Plasokan JAzr

: \RS ur Sanglak_ umur Bor

meng kan pompa variable speed.

* Pada rapa tempat tertentu seperti
‘ruang OK, HD, lab dan lain-lain, air

dari tempat penampungan di RSUP
Sanglah memangdﬂaiukan pengdahﬁg

sehingga kualitas air yang dib
oleh ruangan tertentu 1tusesuax dengan
stan yang ada karena RO itu, sistem
pelunal untuk lenurunkan\kadar
gara ‘ang ada d:
!f an adanya dua ‘sumur bor
dan jasa air PDAM, untuk sementara
kebutuhan air di RSUP Sanglah tercu-
kupi. Tetapi, me t]

tempat tidur, maka perlu penambahan
satu sumur se dapat mmenuh
debit diharapkan. Karena dengan
standa;r yang dikeluarkan oleh Kemen-
kes, pemakaian 500 liter per hari per
tempat tidur, tetapi kondisi aktual dap

encatatan, pémakman air sudah
meleb i. Selain itu, saat ini RSUP San-
glah yé.ng merupakan rumah sakit tipe
A, pemakaian airnya sudah mendekati
i Oooiter per. han per tempat tidur.
“Untuk kapasitas 700 tempat tidur,
untuk sementara bisa dipenuhi, tetapi
kalau mau nambah tempat tidur ke 800
atau 1.000 perlu penambahan pasokan
]iamya (kmb42)
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APBD Perubahan
Ketok Palu 18 Agustus

Denpasar (Bali Pdst -

Anggaran Pendapdtan dan [BelanJa !
Daerah (APBD) Perubahan 2015 akan
diketok palu DPRiD ali, 18 Agustus.
mendatang. Kepastian ini disampaikan
Ketua Pansus APBD Perubahan 2015, I
Made Budastra, Selasa f(Il/S)l!liemarin; ‘»
Budastra juga menjelaskan bila lamanya
.pembahasan APBD Perubahan 2015 lan-
taran proses penyéla asan yang cukup
memakan waktu.

“APBD perubaixan asih te rjadi pe-
‘nyelarasan antara lampiran APBD peruba-
han karena itu merupakan bagian yang
harus disahkan ofdh PRD. Jadi, pada
persoalan penyelaras n itu kami masih
membutuhkan waktu 1-2 hari,” ujarnya.

Budastra mena an, saat ini sudah
- tidak ada persoal kne dasar yang meng-

hambat penetapan . Perubahan 2015.
Format struktur ngg ran, baik penda-
patan dan biaya kat kan suda paten.
nbelanja ang ada

ebelumnya sempat
asalnya, usulan
d,hre omendasi dewan

Ea a yang tercecer.

sukkan da 4 hibah darii Bagian
nsi Bali. Tak pelak,
dew n,lantas menyebut alokasi itu sebagai |
dargs uman. il

ubernur Bali
membantah deng

ade Mangku Pastika

menyebut semua hi-
bah itu memang dialokasikan setiap
tahun. “Itu sebenarnya bukan dana silu-
man. Itu semua hibah yang memang harus
berdasarkan undang-undang. Contoh ke
KONI, PMI, prakaa, ang beg1tu-beg1tu,
PKK, yang sudah wajib, itu wajib. Kepada
purnawirawan, veteran, dsb. Itu kan bu-,
kan siluman, memang tiap tahun ada. Jadi
jangan keliru dan it bukan eksekutif,
‘bukan saya punya, bu an,” u]arqya

Di sisi lain, Pastik mengak{u sudah
mengakomodir semua
kan dewan. Pernyataannya d1ku:a kan oleh
Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoma Sugawa
Korry. Menurutnya, persoalan lu]ﬂah tidak
ada klausulnya di dewan. Jadi, dewan
sebagai wakil rakyat hanya memfamhtasz
kalau ada aspirasi dari bawah.

“Itu disampaikan kepada eksekutif,
sesuai dengan prosedur melalui proposal.
Proposalnya itu diverifikasi oleh eksekutlf

‘Diterima atau tidak, diloloskan atau tidak

itu adalah kewenangan eksekutif. Itu
intinya, jadi tidak ada istilahnya jatah
sekxan,” uJarnya (lﬂinb32)

Edisi | : [quu,mﬂcl;usﬁﬁ 2015~
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EKSPOSE - Sekda Badung Kompyang R. Swandika ber-
sama Ketua Tim Pengendali Teknis Pemeriksa BPK-RI
Perwakilan Bali Amri Lewa, M.Adv., Acc., CA.

* PEMERINTAH Kabupat-
en Badung menggelar ekspos
dalam rangka Implementasi
Standar Akuntansi Pemerin-
tah Daerah (SAPD) Berbasis
Akrual di Kabupaten Badung.

Ekspose SAPD berbasis akrual

ini disampaikan oleh Sekda
Badung Kompyang R. Swandika
.di hadapan Tim Pemeriksa
Kinerja Pemerintah dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Perwakilan Bali yang dipimpin
Ketua Tim Pengendali Teknis
Pemeriksa BPK-RI Perwakilan
Bali Amri Lewa, M.Adv., Acc.,
CA. di Ruang Kriya Gosana,
Puspem Badung, Mangupraja

‘Mandala, Selasa (11/8) kemarin.

Kegiatan tersebut dihadiri para
asisten, staf ahli, pimpinan
SKPD, para camat dan lurah
se-Badung

Sekda Badung Kompyang R.
Swandika menyampaikan, tim
pengendali teknis pemeriksa

BPK-RI Perwakilan Bali turun

ke Kabupaten Badung untuk
melakukan pemeriksaan seka-
ligus memberikan arahan dan

pendampingan terkait dengan .
perintah undang-undang di,

mana pemerintah kabupat-
en/kota wajib melaksanakan
pembukuan berbasis akrual
khususnya di Badung. Dikata-
kan, akrual basis adalah basis
akuntansi di mana pencatatan
pe.gbukuan pengaturan atas
peristiwa ekonomi atau tran-
saksi keuangan dalam laporan
kegangan harus memperha-

tikan ‘apakah sudah menjadi’

penerimaan atau sudah diba-

yarkan. “ng.\ perintah UU ini
menjadi pedoman dasar kami
melaksanakan, mengkritik pen-
catatan, penatausahaan dan
pelaporan baik terkait dengan
keuangan, pendapatan dan aset.
Sehingga per 1 Januari 2015
siap tidak siap Pemkab Badung

telah me pembuku-
an, pencatatan dan monitoring
berbasis al,” jelasnya. ;

Keputusan yang diambil ini

. juga didasari atas terlaksananya

MoU antara Pemkab Badung
atas dukungan Dewan dengan
BPK-RI terkait audit berbasis
aktual. Lebih lanjut dijelaskan,
dalam upaya pelaksanaan akru-
al basis ini, Pemkab Badung -
merasa lebih ada kesiapan, hal
ini didasari atas spirit pemerin-
tah dan adanya pendampingan
dari BPK, BPKP maupun Puss
diklat Kemendagri mengenai
akrualbajs' ini. Terkait dengan
kebijakan, Pemkab Badung telah
menerbi Perbup Nomor 33
Tahun 2014 tentang kebijakan
akuntansi di daerah. perbup ini
sebagai panduan bagi SKPD
untuk melaksanakan akrual

basis. Selain itu, Pemkab Ba-
dung juga menerbitkan Perbup
Nomor 32 un 2014 tentang

sistem akuntansi pemerintah
daerah. “Terhadap dua perbup
ini, kita imElementamkan da-
lam penyes atas aplikasi
sistem akuntasi yang kita miliki
dan juga barang milik daerah,”

terangnya dan menambah-
kan, untuk penguatan, ‘Q{ED
diberikan Bimtek

akrual basisbaik terkalt deflg?.-mk

keuangan maupun barang milik
daerah.

Ketua Tim Pengendali Teknis
Pemeriksa BPK-RI Perwakilan
Bah Amri Lewa menerangkan,
tnn pemeriksa dari BPK-RI Per-
wakilan Bali telah melakukan
pemeriksaan kinerja selama
24 hari di Kabupaten Badung.
Pemeriksaan ini merupakan
pemeriksaan pendahuluan sebe-
lum dilaksanakannya pemerik-
saan lanjutan. Setelah pemerik-
saan pendahuluan, dilanjutkan
dengan pengolahan data selama
dua minggu serta pemeriksaan
terinci. “Kami harapkan, dengan
melihat upaya-upaya 1mplemen-
_tasi SAPD berbasis akrual ini
- akan mampu mewujudkan tata
‘kelola keuangan terutama da-
lam penyajian dan penyusunan
laporan keuangan daerah yang
°£ektif serta meningkatkan ef-

esiens1, termasuk akan mampu
mengukur nilai persediaan serta
aset daerah. Dengan penerapan
akrual basis ini akan mampu
mewujudkan keseimbangan
antargenerasi. Seperti masalah
aset, kita dapat menggunakan
danmehhatasetltumanfaatnya
inggal berapa,” katanya.
am pemeriksaan ini di-
kan SKPD dapat mem-
kan informasi apa adanya.

Pihaknya akan mengambil
beberapa sampel SKPD un-
tuk melihat penerapan stan-
dar akuntansi ini dengan cara
wawancara, melihat proses
yang dilakukan atau mengaju-
kan kuisioner. “Pemeriksaan
ini sangat bermanfaat karena
akan membantu pemeriksaan
berikutnya yakni pemenksaan
LKPD berlanjut pada opini,”

pungkasnya. (ad850) ;
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Rp 3pb Ribu

di rumah per tan,
Rp 150 ribu. Namun

perbukitan atau p ungan |

yang ]araknya lebih jauh blsa
membeli air Rp 200 ribu sam-
pai Rp 300 ribu per tangki
katanya.

- Klian Ba}mar inas Ti
tasari, Kul;t;_, Ketut Kerta,
mengakui warganya telah
sulitan air. "Kalau wargany
di tepi pantgl di Tirtasari ta
kesulitan air. Soalnya, di tepi

pantai ada sumur, walaupun
airnya payau. Sementara

warga di pegunungan seperti
di Batu Meyeh, Peradi dan

Munti Gunung sudah knsxs}

air bersih,” jelasnya.

P i
-Ketut Kerta mengakusl,

‘proyek pipanisasi air Telaga
Waja memang sudah sam-
pai ke wilayahnya di Kubu.

‘Namun sampat kini alrnym

“belum men; i f
- Karya - art1ka menga-
takan, selain proyek pipan-
isasi air Telaga Waja belum
mengalir, proyek pipanisasi
seperti dari mata air Kesian
-~ di Banjar Daya, Ban, Kubu,
_juga tak efektif. Padahal,

plpamsasi mqta air itu }me-

- nelan anggaran lebih dari

1 miliar. Selam dari APB
arangaser elontorkak*

upati Karangasem I Way.
2 s G Ialuu%

s )
anya% ba _tpan anggaran
ari LSM. | ¢

Proyek en b : g pun, kata
Karya : ,5 uga banyak
ang tidak e Embung
31 Daya, ‘
ari APB besar Rp B
iar, ai blsa d]kon«

A rumah tangga.
ju tembung y
1 tengah hutan

i Puragae,‘ Pempatan, Re
lang.

Proyek etnbung Datah 2 di
Kedampal dananya Rp 9 mll-
iar, embung di Dukuh, Kubu,
serta di it, Karangase

‘ belum berisi air. Embung di

sementaral yang di Dukuh
tak berisi air karena saluran
pipa dan penyadap airnya di
Gunung Agung tersumbat
bekas abu kebakaran hu-
tan mus-.mkkemarau tahun

Datah 2 &at di Bukit bocor,

lalu. Embung di bawah Pura
Pasar Agung, Desa Sebudi
juga tak efektif. Sebab, pipa
penghubungnya hancur digi-
las alat berat pembukaan

proyek jalan dan hingga
belum diperbaiki. (013)
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TANPA IZIN - enurun}r n | klame fa npa izin yang

baru di}?asang,;Selasa 11/8) kemarin, '
Dihentikan P¢ma angaq.
Reklame Tanpa Izin |

Glanyar (Ball ost) - i B f
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gl-ﬁ
anyar menghentikan pemasangan reklae ukuran besan
tanpa izin di simpang emp at ]§y-pass I.B. Mantra, Des
Ketewel, Sukawatl, Selasa (11/8) kemarin. Dalam pen
indakan ini, petugas juga mvnganhankam S tu genset yang,
hendak digunakan untuk mempsang reklame ukuran 4 i
8 m tersebut. Sementara pemilik reklame sudah dijatuhi
surat permgatan
Penertiban ini melibatka

n kelasan p(;tugas Satpol PPl
Gianyar. Kedatangan petugas ini mengejutkan tiga orang
buruh yang saat itu dalam proses memasang reklame
ukuran 4 x 8 m tersebut. Naxzun karena sudah dipasti:.
kan belum mengantongi izin, raklame yang sudah hamplf:q
terpasang pada ket1ngg1a sekitar 10 met?r tersebut kem-
bali diturunkan, selanjut yEdmngkut kT Kantor Satpol

PP Gianyar. Kasi Operasional Trantib, |I Wayan Suala
Susila, mengatakan, sebelumnya pemilik reklame sudah
mendapat peringatan dari Satpol PP Gianyar. Namun, |
peringatan tersebut tidak digubris dan tetap melakukan
pemasangan reklame. “Karena tidak menghiraukan perm-
gatan dari petugas, terpakis* bahho tersebut diturunkan,”
tegas Suala Susila ‘
D1tambahkannya penertnba.n reklame wang dllakukan
merupakan kegiatan rutin dari Satpol PP Pemkab Gian-!
yar, sebagai salah satu upaya nyata penegakan peraturang
daerah khususnya pajak reklame yang menjadi baglan
dari pajak daerah. Dengan langkah ini diharapkan men-
gurangi kebocoran dari pajak re serta para pelaku
usaha dapat menyadari akan art; péntln gnya pajak bagi
pembangunan daerah. (kmb35) | |

Edisi  : pahy, (2 ﬂ?usms 2015
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Dituntut 15 Tahun l.

De,npasan (Bali ]
' Dituntut 1,5 tahu
Desa Melinggih, Payangan, Gianyar, ter-
dakwa Anak Agung Bagus Semaraputra,
melakukan pembelaan atau pledoi, dalam
sidang lanjutan dugaan korupsi beras
miskin, Selasa (11/8) kemarin. .

Dalam pledoi yang dibacakan di hada-
pan majelis hakim pimpinan Achmad
Peten Sili, kuasa hukum terdakwa, Wayan
Mudita dkk. menyatakdn jaksa tidak bisa
membuktikan unsur-unsur dalam dak-
waan $ehingga minta kliennya dibebaskan
‘dari semua tuntutEn. “Mohon majelis

hakim untuk membebaskan terdakwa
dari semua dakwaan,” tandas pengacara
tedakwa. {1 ’ .
Alasannya, jaksa tidak mampu me-
menuhi unsur-unsur yang didakwakan.
Di antaranya terkait barang bukti uang
yang disebut jaksa sebagai hasil penjualan
beras miskin oleh terdakwa. “Waktu jaksa
menghadirkan saksi tidak bisa menghad-
irkan barang buktiuang Rp 2,5 juta yang
katanya hasil pe -Lal.JTn beras miskin,”

jelasnya. | {

Selain itu, dala uc}it yang dilakukan
BPKP dinyatakan ada| kerugian negara
hingga Rp 135 juta. ].?a%ahal dalam keten-

tuan BPKP sudah tidak bisa lagi melaku-
kan audit untuk menentukan kerugian
negara. “Jadi, kami anggap banyak unsur
yang tidak bisa dibuktikan jaksa dalam
persidangan,” tegasﬁya{. (kmb37)‘[

Edisi ' Labu, 2 Aq//uSéU) 2015
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Qsegera dikendalikan. Lang-
‘kah ini dlha. apkan mem-

tan regulzxm,
m en]a(hkan
k jual -- PD

-- harus chdesak melak
investasi.
'Hal. 19

Kawasan Hulu

Dua lembaga ini waj meuk
isthkan keunh:ggannya unt
?:ln]aga ekosistem kawasan
u dan memperluas wilayz
tangkapan air hujan. Jika ini
dilakukan,

Palut krisis air bersih. r'
IsyaratmldllontarkanKenfa
usat Penelitian Imgkungan‘
Hidup (PPLH) Unud Dr. i1
Made Sudarma, M.S. Menu-
rutnya, kepedulian terhadap
kesinambungan ketersediaan
di Bali mendapat’perq

dirumuskan,” ujarnya men-
gawali perbincangan dengan
Bali Post, Selasa (11/8) kemarin.
Faktabahwak]hlbanyaksubak
\ mengeringnya
sejumlah sumber mata air,
menurut dose: Fakultas Perta-
nian Unud ini, harus dijadikan
isyarat awal bahwa Bali me-
mang rawan krisis air.

Ia mengingatkan kondisi
ini akan bertambah parah jika
Bali gagal melindungi kawasan
tadah hujan. *Jika Bali gagal

menangkap curah hujan, lam-

ir di Bali hamq’

tah ggar ailbkan PD.
dan pengelola AMDK di Bali
n:ge]akukan investasi. Caranya

‘bisa dalam bentuk pe

‘pohon, me wasan hulu
asuk buat tang l
! rmh

ahran s ngax,

isa dilaku-

garl dembuatan sumut
. Langkah ter:ﬂur
'alog1kan deng an
Kkan grogram i

) kandungan air a-
; bumi. Langkah ini
lakukan agar air
mimpung, seh~

air, PDAM dan perusahaan
'AMDK harus menyisihkan
'keuntungannya untuk menjaga
Jkawasan tangkapan air hu]an,
tegasnya. N
Sudarma mengmgatkan
pemenntah Bali agar tak men-
ancaman krisis air ini
hal sepele F‘aktabahwabﬁnyak
‘daerah di Jawa, Sumatera
dan tan yang dilanda
kekeri ‘harus segera dian-
“tisipasi. Terlebxh Bali sebagai
‘pulau kecil kini dijejali investasi
‘dan pertumbuhan penduduk
yang tak terkendali.
~ Saat ini mungkin saja sup]a1
‘air masih aman-aman saja. Na-
mun, jika dicermati lebih dalam -
kini banyak penduduk Bali
yang gagal mendapat layanan
PDAM. Deretan daftar tunggu
permohonansambunganPDAM
ini merupakan angka yang
patut diurai sebagai
hn{upam Pendekatan Dbisnis
tak bisa mengatasi masalah ini
‘tanpa diimbangi pendekatan
Sudarma menegas-
kan, hanya investasi terhadap
pelestarian alam Bali yang bisa
menyelamatkan penduduk Bali
terhindar dari ancaman krisis
an' (dir) 3
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Bali Post

Lemah, Pengawasan Proyek

Singaraja (Bali Post) -

Pengawasan proyek gedung’

Kantor Dinas Kebersihan dan
gamanan "(DKP) Bulelegg
anyuning, Singaraja, dini-
a1 lemah. Bahkan, ada item
pekerjaan tidak sesuai dengan
dokumen perencanaan yang
sudah disusun oleh pemerintah
daerah. Item pekerjaan itu me-
nyangkut pemasaigan baja. Da-
lam dokmen perencanaan haru
dilakukan oleh perusahaan ber-
sertifikat khusus, tetapi fakta
di lapangan yang menger]akan
justru tidak memiliki sertlﬁkat
keahlian.
Demikian temuan Komisi H
DPRD Buleleng ketika menin-
jau pelaksanaan proyek gedux:{

DKP Selasa (11/8) kemarin.
Rombongan lembaga dewan it

dipimpin Ketua Komisi IT Putu
Mangku Budiasa bersama ang-
gotanya. Di lokasi proyek senilai
Rp 4,6 miliar itu rombongan
serius mengamati pelaksanan
proyek. Tak ha;nya memer-

hatikan aktivit ﬁ§ pekerjaan,

namun dok

pun d1telustﬁ'1 dengan saksama.
Dalam dokumen perencanaan
proyek tertera pekerjaan pe-
masangan ba;a dilakukan ¢leh
pekerja yang memiliki serti-
fikasi keahlian
Dewan kemudlan mencocok-
kan dengan mewawancarai
pekerja, ternyata tidak memiliki
sertifikat keahlian. Rata-rata
pendidikan pekerja itu hanya
tamat SMP dan bahkan, ada

yang tidak tamat sekolah 4has '

drop out (DO)
Ketua Komisi [T DPRD»B!u‘le-
leng Putu 1

kantor DKP dan pemban

areal parkir kendaraan itu

r DKP Buleleng

perencanaan |

i bidangnya.

Mangku Budiasa
meyayangkan proyek gedung

pengawasannya sangat lemah.
Karena pengawasan lemah,
item pekerjaan p‘emasatiian i
baja yang harusnya dilakukan
pekerja yang berlisensi, na-
mun dikerjakan oleh pekerja
yang tidak memiliki sertifikat

seperti yang
dokumen p

tertera dalam
>ncanaan proyek.

“Kami sangat terkejut karena
konsultan pengawas tidak ada
di lapangan. Tak heran kalau
tukang las yang dipekerjakan
untuk memasang baja itu tidak
bersertifikat dan dibiarkan
saja karena pengawasanannya
lemah,” tegasnya.

Budiasa meminta pelaksana'
proyek menghentikan pekerjaan
khusus untuk item pekerjaan

4 pemasangan baja. Penghentian

ini sebagai peringatan agar
pihak pelaksana proyek bisa

mengevaluasi dan melakukan

pekerjaan mengacu pada doku-
men perencanaan yang sudah
ada. Selain itu, dalam waktu
dekat pihaknya akan meminta
penjelasan DKP dan pihak kon-
traktor pelaksana proyek. Sikap
ini bukan untuk mencari kesala-
han, namun bagiamana dewan
sebagai kontrol pemerintah agar
kegiatan berjalan sesuai per-
encanaan dan kualitasnya pun
bisa dipertanggungjawabkan
karena setiap pembangunan

~oleh pemermtah menggunakan

- 'LEMAH - Komisi IT DPRD Buleleng memlat pengawacan
proyek gedung kantor DKP. lem?h

anggaran yang bersumber dap ifang mengerJakan 1tem peker-

uang rakyat. “Kami bukan me-
nyalahkan iapa-sipa, tapi ini
sebagai koﬂ ol agar proyek itu
berjalan sesuai perencanaan.

Takutnya kalau perusahaan

jaan tidak l?erhsens1 sementara
- dokumen mengharuskan y
berlisensi, maka akan bexpen-
garuh pada kualitas pekerj:
proyek,” tegasnya (kmb3 )
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ng Hartawan melakukan sidak

ke Bagian Ekbang untuk mengecek pencairan hibah,

Selasa kemarin.

Pastikan Dana Hibah Cair Sesi

i SRl | BRRS

ai Waktu

‘Wabup Kembang Sidak Bagian Ekbang

GUNA memastikan para
penerima hibah menerima
pencairan dana sesuai waktu,
- Wakil Bupati Jembrana Made
Kembang Hartawan,-Selasa
(11/8) kemarin melakukan
inspeksi mendadak (sidak) ke
Bagian Ekbang (Ekonomidan
Pembangunan). Wabup yang
melihat seluruh staf di Bagian
Ekbang sibuk melayani pen-
cairan dana hibah meminta
agar dituntaskan tanggal
14 Agustus ini. Pihaknya
juga mempersilakan kepada
Kepala Bagian Ekbang Mang-
ku Kusumayuda untuk xﬂ?—
nambah staf guna membantu
apabila diperlukan agar bisa
rampung sesuai waktu.

Melihat beberapa pen-
erima hibabrtampak ada
yang berdiri dan duduk di
lorong ruangagx, Wabup juga
meminta supaya pelayanan
ditingkatkan dengan me-
nambah kursi, sehingga para
penerima hibah tidak sampai

at, baik itu HUT Kota
maupun HUT RI, namun
bukan berarti mengganggu
pelayanan. Seusai melakukan
sidak, Wabup Kembang men-
gatakan dana hibah ini su-
dah terencj:E sejak setahun
lalu dan dianggarkan dalam
APBD sertaiﬁsepakati DPRD.

n{ﬁ, kegiatan pemkab saﬁé it
p

“Permohonannya sejak tahlt;)
lalu dan sudah direncanakan,
sehingga sekadang tinggal
pencairan saja,” ujarnya.
Pihaknya sengaja datang

untuk mengingatkan Bagian
E%bang agar segera menun-
taskannya, sehingga tidak

‘ada masalah. Pasalnya bagi

kabupaten/kota yang akan
melaksanakan ilkada pen-
cairan dana hibah agar sudah

tuntas dilakukan tanggal 14
Agustus atau enam bulan
sebelum masa jabatan bera-

khir, sehingga tidak terjadi
keterlambatan. Untuk peny-
erahan bantuan hibah pun

‘berdiri. Saat ini, menurut- Sebenarnya sudah dilaku-

pihaknya melakukan kunjun-
gan kerja ke desa-desa. Seh-
ingga saat ini, menurutnya,
hanya dilakukan pencairan
saja. “Kami minta agar segera
dituntaskan sebelum tanggal
14 Agustus, untuk mengikuti
aturan, apalagi kami calon
incumbent dan kembali men-
calonkan diri sebagai bakal
calon bupati dan wakil bupati
dalam Pilkada 2015. Sehingga
tidak ada tudingan macam-
macam,” jelasnya.

Sementara itu, Kabag Ek-
bang Made Mangku Kusum-
ayuda mengatakan untuk
tahun 2015 ini penerima dana
hibah sebanyak 900 kelompok
dengan total dana Rp 7,5 mil-
iar. Di antaranya masjid Rp
25 juta, mushola Rp 2,5 juta,
dadia Rp 5 juta, kelompok
pengajian Rp 2 juta. Sehingga
pemkab hanya melayani un-
tuk kelompok tempat ibadah
dan upacara keagamaan saja.
(ad852)

kan secal%?imbolis ketika
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Gianyar (B#h Post) - |

Pemkab Gianyar n&emlhkl segudang PR dalhm
menuntaskan masalah infrastruktur. Untuk itu,
Komisi I DPRD Gianyar mengingatkan pemerintah
memprioritaskan anggaran tahun 2016 untuk pem-

banguinan dan peningkat
khususnyai jalan.

* Ketua Komisi II DPRD
Wayan Gede Su-
sa (11/8) kemarin
apkan, berdasarkan
ang, total dana
yang dnperluxan untuk pem-
bangurian infrastruktur yang

ditangani Dinas Pekerjaan
Umum (PU) mencapai sekitar

Rp 400 mM Namun, dai
Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) tahun 2016
baru bisa dirancang sekitar Rp
198 miliar.

Pada rapat kerja Komisi
II dengan Dinas PU, Sudarta
menegaskan, pihaknya me-
maklumi kondisi keuangan

an kuahtﬁ Tfrastruktur

| il

|
|

ﬁaerah splf‘ ingga kebutuhan
ana untuk infrastruktur
tidak blsp gerta merta diplot

dalam satu tahun anggaran

ainkan dilakukan secara
tahap. Akan tetapi, pemer-.

zph%.h bisa melakukan perce-

patan dalam tiap tahapan-
nya. Dar} khusus ranuangan
‘anggaran di Dinas PU
PPAS tahun 2016, pih nya
berharap angka tersebut tidak
diubah atau dikurangi. =
“Rancangan anggaran
tersebut akan kita perjuang-
kan aga}r tak sampai di-
kurangi, li)al\kan bila perlu

ditingk n| lagi mengingat
kebutuhan dana untuk pem-
‘bangunan dan peningkatan
infrastruktur masih sangat
besar,” katanya.

Menurutnya, masih banyak
infrastruktur jalan terutama
jalan lingkungan yang da-
lam kondisi rusak. Ini sangat
membutuhkan penanganan

dari pemerintah dalam waktu
dekat mengingat perekono-

mian masyarakat sangat ber-

gantung dari ketersediaan

infrastruktur yang memadai.
Di sisi lain, pihaknya juga

menyoroti rencana perluasan

kondisi

\

TPA Te@esi yang menjadi
kewenangan DKP Gianyar.
Sesuai hasil rapat kerja den-
gan DKP, kemarin, pihaknya
mengusulkan agar realisasi
perluasan TPA dipercepat.
Alokasi anggaran diharapkan
bisa masuk dalam APBD in-
duk %OlﬁPHal ini mengingat
A Temesi saat ini.
sudah ovgrload

“Awalnya direncanakan
dianggarkan di APDB Peruba-
han 20164Tapi kami di Komisi
II inginnyta bisa masuk di in-
duk, supaya ada percepatan,”
katanya (kmb25)
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Bali Post

f‘ Denpasar (Bali Post) -
Sidang jawab- menJawab.

. ‘antara jaksa dengan tim pembe-
. la hukum (PH) atau pengacara,
atas dugaan korupsi Dermaga -

Gunaksa dengan terdakwa

' tim sembilan memasuki tahap

“akhir. Selasa (11/8) kemarin,
jaksa A.A. Gede Putra menyam-

- paikan replik yhng pada intinya

akahs1dang

sidang yang terb
iga eikas perl;ligl

LK 3 Oy
(85 £l

- Usal

Sidang Korupsnf Dermaga Gunaksa

Blksa Tetap pada ]‘unmtan
PH Tetap pada Pledo

oleh para terdakwa dan pe-
nasihat hukum. “Kami tetap
pada surat tuntutan yang telah
kami bacakan dan ajukan pada
pemldangan Senm 3 agustus

ai J] mmkan n replik,
[akim Ketua Beslin Sihombing

pun mEm;:irikan kesempatan
’kepada para penasihat hukumi
ﬁada terdakwa yang dikoman-
‘dani Simon Nahak untuk me-
nanggapi replik. Simon Nahak
enyatakan tetap pada pbdoL
ig{mm tim penasihat h
dan para terdakwa telah
oordinasi, tidak menggu.nakan
hak untuk nenanggapi replik
‘dan tetap pada pledoi,” jelas Si-
mon N _ Putusan pun akan
dibacakan Selasa 18 Agustus
mendatang. “Sidang putusan
akan digelar Selasa tanggal 18
Agustus,” ujar Beslin S]homb
ing. (kmb37)

Edisi  : pabu, 12 ,47(5&15 yroli v
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Amlapura (Bali Post) -
‘Rencana penutupan galian

il

' Namun, anggota DPRD Karan-
gasem Ir. Ketut Kerta mengaku
pesimis penjabat atau Bupati
Karangasem bakal mampu men-
ertibkan usaha galian C tanpa izin.
Alasannya, keberadaan galian C
itu dirasakan dampaknya positif
bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketut
Kerta asal Desa Buana Giri,
Karangasem, Selasa (11/8) ke-

arin, pada rapat membahas

PA APBD Perubahan 2015.
Sementara Sekda Karangasem
Ir. Gde Adnya Mulyadi selaku
pejabat pemerintah merasa yakin
bisa menertibkan usaha galian C
tanpa izin. . i e

' Soalnya, kata Adnya asal Be-
bandem itu, perutupan galian C

tanpa izin itu berdasarkan perin-
tah atau rekomendasi dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Di
‘mana saat melakukan pemerik-
i terhadap APBD Karangasem

un 2014, ditemukan ada seki-
tar Rp 5,8 miliar, pajak galian
C'dipungut dari usaha galian C
tanpa izin. BPK tak membolehkan
lagi, Pemkab Karangasem me-
mungut pajak dari usaha galian
C tanpa izin itu. “Kita harus
berusaha dan harus bisa men-
ertibkan galian C tanpa izin itu.
Kalau tidak, pemkab disalahkan
dan pengusaha galian tanpa izin
itu bisa ditangkap aparat yang
berwenang,” katanya. ;

Kerta mengajak eksekutifi
membuka wacana untuk mer-|

C tak berizin d

pry |
| |

evisi peratur: yang mengatur
yang sela'ia ni menyebabkan
Pemkab Karangasem tak bisa
mengeluarkan izin galian C pada
wilayah ketinggian 500 meter di
atas germuka.;? laut. Menurut--
nya, Perda RTRW dibuat dewan
ersama eksekutif dan karbnmr“
isa direvisi. Nantinya, diminta
atas ketinggian penggalian tak
dicantu n. “Saya mengajak
membuka acgma merevisi perda
itu, semoga tak menyalahi pera-
turan yang di atasnya,” katanya.
 Kert; m;enfatK:rkan, kalau pun
nanti Pemkab Karangasem men-
ertibkan usaha galian C tak ber-
izin, dia minta agar pemerintah
ersikap adil. Jangan sampai ada
yang ditertibkan, ada yang tidak.

“Kalau diﬁe‘%‘:ibkan, dilakukan se-

cara adil. Semua yang tak berizin
harus ditertibkan, kalau tidak,
nanti timbul masalah,” katanya.

Seperti diberitakan sebelum-
nya, karena ada rekomendasi
dari BPK, Sekda Adnya Mulyadi
mengatakan, pada 2016 akan
mulai menertibkan usaha galian ¢
tanpa izin, Tahun ini belum mulai
dilakukan, tetapi baru sebatas
sosialisasi. “Karena penertiban
galian C tanpa izin itu perintah
aturan dan sudah direkomendasi-
kan BPK, qanti kami minta De-'
wan juga ikut mensosialisasikan
bahwa usaha yang tidak berizin
memang tak holeh beroperasi,”
katanya.

Sekda Adnya mengatakan,
rencana penertiban galian C tanpa
izin dilakukan di tiga kecamatan
yang berada diketinggian 500 me-
ter di atas permukaan laut seperti
Rendang, Selat dan Bebandem.

Soal Rencana Penutupan Galian C Tak Berizin

ekda Yakin Bisa.

Dewan Pesimis

itanggapi berbeda anta.rél dewan dan ekse-
kutif. Eksekutif melalui Sekda Karangasem Ir. I Gde Adnya Mulyadi merasa yakin bisa
dan harus bisa menertibkan usaha galian C liar. {1

Shaas

Mereka dulu ada yang mengaju-
kan izin, tetapi karena tata ruang
tak memperbolehkan menggali di
atas 500 MDPL, pemerintah tak
berani mengeluarkan izinnya.
Nantinya, usaha galian C di-
arahkan ke wilayah Kecamatan
Kubu. Di Kubu masih poten-
sial, karena berada di bawah 500
MDPL. Soal medan jalan misalnya
di Berina yang menanjak dan
berkelok, nantinya pengangkutan
diarahkan kepada kapal tong-
kang. Saat ini sudah ada yang
melirik untuk pembangunan
dermaga kapal tongkang untuk
mengapalkan pasir, selain sudah
ada satu dermaga di pantai Keca-
matan Kubu. “Kalau pengapalan
galian'C dari Kubu, mesti galian
C diarahkan ke sana, diharapkan
jalan tak cepat rusak digilas
ribuan truk tiap hari 24 jam seh-
ingga pengguna jalan akan lebih
senang,” paparnya. (013)
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